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PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALIKOTA METRO
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 11 TAHUN 2018
TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI

Memmbang

Mengingat

LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA METRG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALTEOTA METRO,

babhwa  unfiuk  menindaklanjuti  ketentuan Pasal 23
Unidang-Undang  Nomor 28 Tahun 1999 tontang
Penvelenggaraan Negara yvang Bersih dan Bebas dan
Komipai, Kolusi dan Nepotisme, setap Penyclenggara
Mepara harus melaporkan dan mengumumkan harts
kekayrannya sesuai ketentuan peraturan  perundang-
Urdangan;

bahwa lerdapat perubahan Penyelenggara Negara yang
wajib melakukan pelaporan LHKPN, maka perlu menijau
kembali Perataran Walikota Merro Nomor 11 Tahun 2018
tenlang Laparan Harta Kekayaan Penyvelengpara Negara di
Lingkungan Pemerintah Kota Metro;

babwsa unluk melaksanakan sebagaimana dimalksud pada
huruf & dan huaral b, make perhl menetapkan Peraturan
Walilkota entanpe Perubahan Alas Perslumn Walikota
Mctro Nomor 11 Tshun 2018 tenlang Laporan Harta
kckavaan  Penyelenggara  Negara di Lingkungan
[Pemerintah Kota Metro;

Undang-Undung Nomor [2 Tahun 1999 fenlang
Pembentukan Kabupaten Dati I Way Kanan, Kabupaten
Datl I Lampung Timur dan Eotamadya Dad 1T Meten
{Lembaran Negara Republik Indonesiy Tahun 1999 Nomor
46, Tambnhan Lembaga Nepara Republik Indonesia Nommor
JB25);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 (lenlang
Penvelenggaraan Negara yang Bersik dan Bebas dan
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambaban
Lembaran Negara Republii indonesia Nomor 3831);
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Lindang-Undang  MNomor 31 Tahor 1999 fentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 19499 Nomeor 140, Tambahan
Lembaran  Megara  Roepublik  Indonesia  Nomor  3851)
selapaimana telah dinbab dengan Undang-Undang Nornos
20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republih Indonesia
Tahizn 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negaea
Republile Indonesia Nomor 41501

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negaras
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250];

Undang Undang Nomor S Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara {Lembarsn Negars Republile Indonesia Tahun
20314 Nownror 6, Tambahan Lembaran Negers Republik
Indonesia Nomor Ha94);

Undang-Undang  Nomor 30 Tahun 2014 entang
Admmimisirasi Pemerintohan (Lembarsn Negaes  Repulblii
Indomesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambehan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor S601];

Undang-Tndang Neomor 22 Tahure 2014 tentang
Pemerintshan Daerabh {Lembaran  Negura Republik
mdonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambshan Lembaran
Mepars Republik Indoncsia Nomor S587) sebapaimana
tefat diubah beberapa kali terakhic dengan Undaog-
Undang Nomer Y Tahun 2010 (Lembriran Negars Repuiblik
Indanesia Tahun 2015 Nomor 58, Tarmbahan Lembaran
Negara Repulilik Indonesia Notor 5579,

Peratilran Pemerintabh Nomor 33 Tahun 2010 tenlsog
Dhsiptin Pegawsa Negerl Bipid {Lembaran Negara Republik
Indonesis Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembraran
MNegara Repubhlik Tndonesia Nomaor 5133);

Peraturan Pernerintah Nomor 12 Tahun 2007 lenmtang
Feinbinaan tan Pengawasan Fenyelengearaamn
icmerimtahan Daerah [Lembaran Negarae Bepublik
indoncsia Tahurn 2017 Nomor 73, Tembabhan Lembarsan
Newara Republik Indovesia Nomor BO4 1},

Peraturan Fomist Pernberpntasan Worapsi Nomor 7 Tahun
216 jentang Tata Cara Pendaftaran, Peneumosnan dan
Pemenkssan Harta  Kekavaan Penvelenggara  Negara
{Berita Negsras Republik Indonesia Tohun 2018 Nomor
dEa)

Peraturan Dewat  Pengawass  KHomisi  Pemberantasan
Korupsi Nomor 2 Tahun 20020 tentang Penegakan Kode
Edk dan Pedoman Pedlakuy Keomizli Pemberantasan
Korupsi:
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Menetankan

12,

Peraturan Daerah Koma Metro Nomor 24 Tahun 2016
tentang Pembeniukan dan Susunan Perangkat Daerah
[Lembaran Dacrah kKota Melro Tabun 2010 Nomor 24,
Turnbshan Lembaron Dacrah Kom Metro Nomor 24
sehagnimana telah diubah dengan Peraturan Lacrah hota
Meten Nomor 9 Pahun 2019 Lembaran Dacrah Kota Metrn
Tahun 2019 Nomeor 9, Tambahan Lembaran Dacrah Kol
Metrn Momor 9

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 11 TAHUN 2018
TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAANW PENYELENGGARA
NEGARA DILINGEKUNGAN PEMERINTAH HOTA METRO.

Pasal |

Beberopa ketentuan dalam Perataran Wealikota Metro Nomor 11
Tahun 2038 tentang Taporan Harts Kekavasn Ponveloniegsss
Megarn Dilingkunpan Pemerinish Kota Metro (Bento Daersh
Kata Metra Tahun 2018 Nomwre 11 diubah scbagai berikouar

i

Ketentuan Pasal | ditambah 5 (iimo) angka vaitu angka
16, 17, 18, 19 dan 20, schinggs berbimyi scbagal benlkouat ;

BARI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dialam Poraturan Waeliketa ind, vang dimoksud dengan
Yarng

k.
.

Daerah adalale Koia Metso

Pemerintah Daerah adalah kepala deerah sebapgai unsur
penvelenggara  pemeriniahan daerah vang momimpin
polaltsanaan wrussan  pemerintahan yvang menjadi
leewonangan dacmah otonnm.

Walikota adalah Walikos Meteo.

Perangkal Dacrah adalah unsaare pembanta kepala dacran
dan DPRD dalam penvelengearaan Uresan Pemerintahan
vang mmenjadi kewenangan Daerah.

Penyelenpgara Negara adalah Pelabal Negara dan Pejabat
iginnva vang menjalankan Tungsi yang tugas pokokoya
borkaitun dengan penyelenggara negara sesual dengan
lctentuan persluran perundang-undangan vang berlakoa.

Bomisi Pemberantlasan Korupsi selaniuinys disebut KIPK
adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Koropsi
schagaimana dimaksud dalam Undang-Undong Nomor 30
Tahon 2002 |ertang Komisi Pemberantasain  Tindalo
Pidune Korupst,
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E1,
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15.

A,

Harta Kekayoan adalah harla bends beraps benda bergerak, berwujud
aigty fidak berwujud termosuk hsk dan kowsjibsn lminoya yang dapat
dinilal dergan vane yaog dimibik oleh Peovelongeara Negara beserta wstn
atan sudmi dun anak yang masih dalam tongganzon Pemyclenpgara
Megara, baik atas mama Peoyelenggara Negara atau orang lawn, yvoang
iperobeh =ebrlum atan selamo Penvelenggara Negara  memanghou
JabH LEnTv H.

Laporan  Harta Kekavean Penvelengzars Mopara sclanjuimya  dsmpgkar
LHEKPN adalah laporan dalam bentule cetek dan/atov bentule lainnoya
tenbang urdian dan rincian inormasi mengenad hara kekayvaan, data
vribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas harta
kckavaan penyelenggara negara.

E-LHEPN adalah ponvampaian lEaporan hacta Kekavaon secara elekinonik
vang dilabukar: oleh penyelengpara negarm kepada KPR

Wajih lapor LHEPN adalah pejabal vang diletaphkon Walikota  wntuob
TR DEIKAT dan et iimgan haria <ekavaaninya.

Pongelola LHEPH adalah Gmin vans mengelola dun menpgkoordimesilan
LHEPN,

Pondaftaran adalah penvampaian LTHEPN oleh Penyelengpara Negara
kopada KPK.

Fengumuman adalab pengumuman LHEPN oleh Penyelengeara Megara ke
Ltk

Acrrn bostanes adalah pegawa oyang dilumpuk cleh Instans unluk
mengelola aplikasi e-LHEKPN dilingkungan Instansinvs.

Adrmmn Umil Kerja adalab pegaws vang ditunjule oleh mstanst ontale

e |
mengrlols aphkas a-LHEKPN difingkungsn nil Keojanya.
Dinas Pendidikan dan Kebudavaan adalab: s teknis yang mempunyE)
mpas dan kewszjiban membaniy Walikela dalam  menyelenggaralesn
ursan waph pelayanan dasar bidang pendubikan dan sebudayvaan.

Dinga Resehalan  dcdalah ansar leknis yang mompamyatl tugas  dan
Lewnnhan membaniy Walkolas delam menvelengmarakan urusan waph
petavaran dasar Didang kesehatan,

Fadan Penpelntaan Keianpan dan Asel Daerah yvane sclanjutnya disingkat
RPEAT adalab merupakan penyvelenpearaan schaman kewenanean dacreh
dibidang  keusngan, serta melaksanakan tagas lain scsual dengan
kebijakarn wang ditetaphkan oleh walikora  bordasarkan Poraturan
Perundang-unddnpan vang berlakr,

Buadan Perencanaan dan Pembangunan Dacrah vang sclanjutnya disingleat
RAPPTDA adalah unsur tebnis vang mempuniyal tugas dan kewajiboan
membrnin Walikia datlam mombonkan dukungan poisyonan  vang
meranjang pelaksdansaan ueas dean finesi scmus perangkat dacrah vang
melakwanakan eussn Pemnerindshan Umeon vang discrahkan  kepada
daerah, batk urusan waph vang berkattan dengan pelavanan dasar, vang
tiddak berkailan dengan pelayaion dasar mauman wisan pilihaa,

Badan Pengelolaan Pajak dan Reirtbusi Daecah yang selanjuinya disinglald
RPPRN adalah unsur teknis yvang mempunyai tugas dan kewaiiban
mneibaniu Walikota, dalam menyclenggaraikan urasan wajilb pelayansn
dasar bidang pengelolasan pajak dan retribusi dacrah.
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nnas Pekerjuan Umum dan Tats Ruang sclanjiutnva disingkar PUTE
adalahl unsur tekois yang mempunya tigss dan kewsiiban membant
Wallikota dalam menvelengparakan urusan wiaflb polavanan dasar il
prkerjaan umum dan penataan rlsng.

finas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah unsur teknis yang
MCmMpUnyal  Eas dan kewagiban membanty Walikola  daiam
menyelenggarnkan grusan wagb poluyanan dusar tdang perumahan
rakyat dan kawasan permukiman,

Organisasi Peranwkat Duacrah tertenti yang selanjutova disingkat OPD
Tertenti  adaish  BPKAD, BAPPEDA, SUPRD, Dinas PUTR, Pinas
Resehatan serta Dinas Pendidikan dan Rebudavaan kala Metro,

2. Keternuan Pasal 2 avat (1} iubah dan ayat (2} huruf d, 1 2, i dan k dihapus,
huruf 1 divhah dan ditambah ([dual bhurul yaitu hwut m dan n, sehingpa
berbumyd sebugni berikut -

1]

()

BAR II
WAJIB LAPOR

Faaaj 2
Setiap Penyelenpgara Negara wi]ih menyvampeilcan LITKPN.

Penyelengears  Negarn  waygib menyvampaikan  LIIKPN  di hngkungan
Perneriniah  Kota Metro terdin darg -

A Waliketa;
b Wakil Wadikola;

€.  Bekretariz Daerzh;

d.  Esclon I0;

€. Dirckiurd Wakil Direktur RSUD tipe ;
[ ihhapus;

£, Dhhapuos;

h.  Pgjabal Fungsionai Auditor:

i | bhapegs;

1. Pejabw Fungsional Pengawss  Penyclenggaua  Urusan Femeriniah

Dacrah; dan
K.  Tihapus;
L Bendahara yang mengelola keglaten minimal 300 Juta
.  Pojabat esclen TI[ a;

n.  Pojabat cselon 11 b OPD tertenty vaitnl BFEAD, BAFPEDA, BFPRL,
Thonas PUPR, Dinzs Perumaban dan Kawnsan Permukirman, Dinas
Keschatan acrta Dinas Pendidikan dan Kebuduyasn Ko Metro.
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Pasal 1T

Prraluran Walikora i mulal berlaku pada tangeal diundanglan.

Wallkenta ind dengan pencmpatanmya dalam Herila Daeral Kota Metro.

Eyrerapkan i Metro § B
Puards langgal 26 ji:t'[‘.vﬁ.—l\:. 2021

Al wauxoers uerro,
Chuay o] s
o /'_, ACHMAD PAIRIN

Mundangican di Mctro |
Pada tanggal 20 Jmeier 2031

. EEKRETARIB KDT:E!_L, METRO,

-

MISNAN
H HOTA METRO TAHUN 2020 NOMOR ‘Tﬂ'



